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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,
 

Menimbang a.	 bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas 
dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Lampung dibidang Iegislasi, anggaran dan pengawasan 
daIam penyeIenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan di Provinsi Lampung, perIu menetapkan 
target dan rencana kerja Tahun 2013; 

b.	 bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas 
dapat berjaIan teratur, terukur, tertib, dan berhasilguna, 
perIu menetapkan Target dan Rencana Kerja Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Masa 
Persidangan Tahun 2013 dan menetapkannya dengan 
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Lampung; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008; 

3.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah; 

4.	 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MajeIis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana 
teIah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tabun 2007; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi; 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

8.	 Keputusan Menteri Da1am Negeri Nomor 161.18 - 613 
Tahun 2009 Tangga1 31 Agustus 2009 tentang Peresmian 
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwaki1an 
Rakyat Daerah Provinsi Lampung; 

9.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelo1aan Keuangan Daerah; 

10.	 Peraturan Dewan Perwaki1an Rakyat Daerah Provinsi Lampung 
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib; 

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwaki1an Rakyat Daerah 
Provinsi Larnpung tanggal 11 Desember 2012. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TARGET DAN 
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI LAMPUNG MASA PERSIDANGAN TAHUN 2013. 

KESATU : Target dan Rencana Kerja Dewan Perwaki1an Rakyat Daerah 
Provinsi Lampung Masa Persidangan Tahun 2013 sebagaimana 
tercantum da1am Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Keputusan ini mu1ai ber1aku sejak tanggal 1 Januari 2013 
dengan ketentuan apabi1a dikemudian hari terdapat kekeliruan 
da1am Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di Te1ukbetung 
pada tanggal 11 Desember 2012 

DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH
 
PROVINSI LAMPUNG
 

Waki1 Ketua,
 

Hj. NURHASANAH,SH,MH 

Tembusan: 

1.	 Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 
2.	 Gubernur Lampung di Telukbetung. 



•
 
LAMPIRAN :	 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH PROVINSI LAMPUNG. 

NONIOR :tf1 DPRD.LPG 112.0112012 

TANGGAL : 11 Deaember 2012 

DAFTAR : TARGET DAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013 

I. TUJUAN DAN	 TARGET 
1. Bidang Legislasi 

a.	 Tujuan : Terciptanya peraturan daerah (perda)-perda yang produktif dan 
aplikatif untuk menstimulasi kemajuan pembangunan di Provinsi 
Lampung. 

b. Target	 : Terciptanya perda baru atau revlsi perda minimal 6 (enam) 
perda/triwulan atau 24 (dua puluh empat) perda/tahun. 

2.	 Bidang Anggaran 
a.	 Tujuan : Terciptanya secara tepat waktu Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) yang sehat, berkualitas dan 
berkesinambungan untuk kemajuan pembangunan di Provinsi 
Lampung. 

b. Target	 : 1. Terciptanya APBD yang sehat; defisit anggaran maksimal 3% 
(tiga persen) dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

2. Terciptanya	 APBD yang berkualitas; Belanja Langsung 
(Belanja Publik) lebih dart Belanja Tidak Langsung (Belanja 
Aparatur). 

3.	 Belanja Langsung dalam APBD Perubahan TA. 2013 dan 
APBD Murni TA. 2014 mencapai proporsi 60% (Belanja 
Publik) dari total Belanja. 

4.	 Komposisi Belanja Modal harus lebih dari Belanja Barangdan 
Jasa serta lebih dari Belanja Pegawai; pada Belanja 
Langsung. (Belanja Modal > Belanja Barang dan Jasa > 
Belanja Pegawai). 

5.	 Belanja Modal pada Belanja Langsung (Belanja Publik) pada 
APBD Perubahan 2013 dan APBD Murni 2014 hingga tercapai 
60% dari total Belanja Langsung. 

6. Terciptanya	 APBD yang berkesinambungan; anggaran 
infrastruktur pada 4 (empat) program unggulan; minimal 
35% dari total belanja yang meliputi: 
a.	 Bina Marga (Jalan dan Jembatan) 
b.	 Kesehatan (Puskesmas dan Posyandu); 
c.	 Pendidikan (Bangunan Sekolah dan Mebeluer) 
d.	 Pemukiman (Rumah Sehat, air bersth dan perbalkan jalan 

lingkungan). 
7.	 Anggaran Pendidikan sebesar 20% dar! total APBD dan 

Anggaran Kesehatan sebesar 10% dari Total Belanja 
Langsung (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). 

8.	 APBD Perubahan dan APBD Murni selalu selesai tepat waktu 
dan lebih cepat: (APBD Perubanan selambat-Iambatnya' 
bulan September dan APBD Murni 2014 selaml;>gt­
lambatnya bulan November). 

'1(j:ncallQ 'J(jnerya ())(l"ll'D '1"I\.O'I,![J'{SI L}l?rt.<YUJ'{fj· 'T}l 2013----------------.------------­ 1 
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3. Bldang Pengawasan 
a.	 Tujuan : 1. Terciptanya pengawasan yang kOflstruktif terhadap kinerja 

pemerintah (eksekutit) terutama dalam hal yang strategis 
untuk mendorong efektivitas pembangunan di Provinsi 
Lampung. 

2.	 Mendorong Pemerintah Provinsi Larnpung untuk 
melaksanakan APBD dan Pembangunan secara akuntabel, 
transparan dan terukur; sehingga kinerja pernermtah daerah 
yang dilaporkan pada taporan Pertanggungjawaban 
Keuangan Kepala Daerah capat mempertahankan 
predikat Wajar Tanpa Pengecuallan (WTP). 

b. Target	 : 1. Terlaksananya program pengawasan pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) prlorltas untuk mendukung 
tercapainya LHP BPK RI APBD TA. 2013 yang lebih balk, 

2. Terlaksananya evaluasi APBD secara berkala oleh komisi dan 
Badan Anggaran 1 (satu) kalijtriwulan atau 4 (empat) 
kalijtahun. 

3. Terlaksananya	 evaluasi Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah setlap tahun 
oleh Panltla Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung. 

4.	 Terlaksananya evaluasi hasil audit/Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) BPK-RI oleh Panitia Khusus (Pansus) 
DPRD Provinsi Lampung. 

5.	 Evaluasi penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Gubernur minimall (satu) perdajkomisij3 (tiga) bulan. 

6.	 Lahirnya pansus/pokja khusus tentang pengaduan 
masyarakat minimal 2 (dua) pansusjpokja jtahun. 

7. Terlaksananya	 pengawasan terhadap kerjasama 
InternasionaljDaerah. 

8.	 Pengaduanjkeluhan rakyat terlayani dengan balk. 
9.	 Koordinasi, evaluasi dan membantu pengawasan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dikelola oleh 
Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. 

II.	 RINCIAN KEGIATAN 

1.	 BIDANG LEGISLASI 

1.1.	 Menyusun Program Legislasi Daerah (Prolegda) dan 
penyelesaian Raperda Provinsi Lampung terhadap Peraturan 
Daerah (Perda) sebanyak 24 (dua puluh empat) Perda (Usul 
inisiatif DPRD Provinsi Lampung sebanyak 16 Perda dan Usul 
Pemerintah Provinsi Lampung sebanyak 8 Perda). 

1.2.	 Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka menangani masalah 
aktual dan mendesak. 

1.3.	 PembentukanJpenetapan Panitia Khusus dan atau Komisi­
Komisi untuk membahas Raperda yang Jdisampaikan Eksekutif 
dan usul inisiatif DPRD Provinsi Lampung. 

'%nc41111 'J(jrurja ~ ¥1IJJ'VIJVSI LJf!M.tp()1iq 'VI 2013i--	 _ 
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1.4.	 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Non APBD: 
a. Rapat Paripuma Pembicaraan Tingkat I dan Pembentukan Panitia 

snusus. 
- Penyampaian.
 
- Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.
 
- Jawaban Gubernur atas pemandangan umum Fraksl-Fraksi.
 
- Pembahasan Komisi-KomisijPansus dengan mitra kerja.
 
- taporan Ketua Komisi-KomisijPansus kepada Pimpinan DPRD.
 
- Pembahasan Komisl-KomisijPansus dengan lim Pemerintah
 

Provinsi Lampung dipandu oleh Pimpinan DPRD. 
- Laporan Komisi-KomisijPansus kepada Ketua Fraksi-Fraksi. 

b. Rapat Par/pumaPembicaraan TingkatII 
- Laporan Komisi-KomisijPansus.
 
- Pembacaan konsepSurat Keputusan DP,RD.
 
- Penetapan Peraturan Daerah.
 
- Pendapat akhir Kepala DaerahjSambutan Gubernur Lampung.
 

2. BIDANG ANGGARAN 

2.1. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala 
Daerah Provinsi Lampung TA. 2012 

2.1.1.	 Rapat Paripuma Pembicaraan Tingkat I dan Pembentukan Panitia 
Khusus. 
- Penyampaian Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

Provinsi Lampung TA. 2012. 
Pemandangan umum Fraksi-Fraksi. 
Jawaban Gubernur atas pemandangan umum Fraksl-Fraksl. 
Pembahasan Komisi-Komisi dengan mitra kerja. 
Laporan Ketua Komisi-Komisi kepada Badan Anggaran. 
Pembahasan Badan Anggaran dengan lim Anggaran Pemerintah 
Provinsi Lampung. 
Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi-Fraksi. 

2.1.2. Rapat Paripuma Pembicaraan Tingkat II 
- Laporan Badan Anggaran.
 
- Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
 
- Penetapan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
 
- Sambutan Gubernur Lampung.
 

~114 7(jnerja <J)<J;'<J(g) 'PJWIlI'J(SI L.fl.J,iIPUJ«;i 'V( 20131------ _ 3 
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2.2. Pembahasan	 Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 
pelaksanaan APBD TA. 2012 

2.2.1. RiJpat Paripuma	 Pembicaraan 77ngkat I dan Pembentukan Panitia 
Khusus. 
- Penyampaian Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

Provlnsi Lampung TA. 2012. 
- Pemandangan umum Fraksi-Fraksi. 
- Jawaban Gubernur atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi. 
- Pembahasan Komisi-Komisi dengan mitra kerja. 
• Laporan Ketua Komisi-Komisi kepada Badan Anggaran. 
- Pembahasan Badan Anggaran dengan TIm Anggaran Pemerintah 

Provinsi Larnpunq,
 
- Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi-Fraksi.
 

2.2.2. Rapat Paripuma Pembicaraan 77ngkat II 
- Laporan Badan Anggaran.
 
- Pembacaan konsep SuratKeputusan DPRD.
 
- Penetapan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
 
- Sambutan Gubernur Lampung.
 

2.3. Penyampaian	 Laporan Realisasi Semester I (Pertama) 
pelaksanaan APBD TA. 2013 

2.3.1. Rapat Paripuma Pembicaraan Tingkat I: 
- Penyampaian Laporan Realisasi Semester I (pertarna) TA 2013. 
- Pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan TIm Anggaran 

Pemerintah (Eksekutif); 
- Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fra,ksi-Fraksi. 

2.3.2. Rapat Paripuma Pembicaraan 77ngkat II: 
- Laporan Badan Anggaran.
 
- Penandatanganan Memorandum ofUnderstanding (Moll).
 
- Sambutan Gubernur Lampung.
 

2.4. Pembahasan Rancangan Perubahan Perda APBD TA. 2013 
2.4.J. KUA dan PPAS 

a. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung: 
- Penyampaian KUA dan PPAS Perubahan RAPBD TA 2013. 
- Pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan TIm Anggaran 

Pemerintah (Eksekutif); Pembahasan KUA dan Pembahasan PPAS. 
- Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi-Fraksi. 

b. Rapat Paripuma DPRD Provinsi Lampung: 
- taporan Badan Anggaran.
 
- Penandatanganan Memorandum of Understanding (MolJ).
 
- Sambutan GUbernur Lampung.
 

4 
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2.4.2. RAPERDA Perubahan APBD TA 2013. 
a. Rapat paripurna Pembicaraan Tingkat I 

- Penyampaian Raperda Perubahan APBD TA. 2013.
 
- Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.
 
- Jawaban Gubernur atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi.
 
- Pembahasan Komisi-Komisi dengan mitra kerja,
 
- Laporan Ketua Komisi-Komisi kepada Badan Anggaran.
 
- Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah
 

Provinsi Lampung. 
- Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi-Fraksi. 

b. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II 
- Laporan Badan Anggaran.
 
- Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
 
- Penandatanganan Raperda Perubahan APBD TA. 2013.
 
- Sambutan Gubernur Lampung.
 

2.5. Pembahasan Raperda APBD TA. 2014 
2.5.1. KUA dan PPAS RAPBD TA. 2014 

a. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I: 
• Penyampaian KUA dan PPAS RAPBD TA 2014.
 
- Pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran
 

Pemerintah (Eksekutif); Pembahasan KUA dan Pembahasan PPAS. 
- taporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi-Fraksi. 

b. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II: 
- Laporan Badan Anggaran.
 
- Penandatanganan Memorandum ofUnderstanding (MoU).
 
- Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
 
- Sambutan Gubernur Lampung.
 

2.5.2. RAPERDA APBD TA 2014. 
a. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I 

- Penyampaian Raperda APBD TA. 2014. 
Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi. 
Jawaban Gubernur atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi. 
Pembahasan Komisi-Komisi dengan mitra kerja. 
Laporan Ketua Komisi-Komisi kepada Badan Anggaran. 
Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah 
Provinsi Lampung. I 

Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi-Fraksi. 

b. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II 
- Laporan Badan Anggaran.
 
- Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
 
- Penandatanganan Raperda APBD TA. 2014.
 
- Sambutan Gubernur Lampung.
 

5 
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3. BIDANG PENGAWASAN 

3.1.	 PENGAWASAN PERATURAN DAERAH (PERDA)/PERATURAN 
GUBERNUR (PERGUB) 
a.	 Evaluasi pelaksanaan Perda-Perda, Pemerintah Provinsi 

Lampung; 

3.2.	 PENGAWASAN BIDANG ANGGARAN 
a.	 Pengawasan terhadap Laporan Triwulanan pelaksanaan 

pembangunan dan pemerintahan yang disampaikan oleh 
Pihak Eksekutif; 

b.	 Melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban 
Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerahi 

c.	 Peninjauan ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam 
rangka pembahasan Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah TahlJn 2012; 

d. Peninjauan ke	 Kabupaten/Kota se-Provlnsl Lampung dalam 
rangka pelaksanaan APBD Provins; Lampung Tahun 
Anggaran 2013; 

e.	 Peninjauan ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam 
rangka pembahasan penyusunan Rancangan APBD Provinsi 
Lampung Tahun 2014. 

3.3.	 PENGAWASAN BIDANG UMUM 
a.	 Peninjauan dan pengawasan tentang persiapan dan 

pelaksanaan mudik lebaranj 
b. Peninjauan	 dan pengawasan tentang persiapan dan 

pelaksanaan natal dan tahun baru; 
c.	 Pengawasan terhadap penerimaan CPNSD se-Provinsi 

Lampung tahun 2013. 
d.	 Peninjauan, pengawasan dan evaluasi serta inventarisasi 

asset-aset daerah Pemerintah Provinsi Lampung. 

3.4.	 PENGAWASAN BIDANG KERJA SAMA INTERNASIONAL/DAERAH 
a.	 Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama 

internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah 
provinsi. 

b.	 Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sam a 
dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang 
membebani masyarakat dan daerah, 

4. PIMPINAN DEWAN 

4.1.	 Rapat pimpinan DPRD minimal 2 (dua) kali/bulan (hari senin; 
awal dan pertengahan bulan); 

4.2.	 Rapat evaluasi kerja dengan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan 
(AKD) minimal 1 (satu) kali/Triwulan (hari senin, awal bulan); 

6 
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4.3.	 Rapat Konsultasi dengan pimpinan Fraksi-Fraksi, (minimal 1 
(satu) kall setiap semesten disesuaikan apabila diperlukani 

4.4.	 Silaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 
(Fokorpimda) Provinsi Lampung minimal ]. (satu) kali/tahuni 
dan dengan Gubernur Lampung minimal 2 (dua) kali/tahun 
(silaturahmi, APBD, LKPl dan APBD Perubahan)i 

4.5.	 Silaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 
(Fokorpimda) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung minimall 
(satu) kali/tahuni 

4.6.	 Kunjungan ke pimpinan Mass Media minimal 2 (dua) 
kali/tahuni 

4.7.	 Kunjungan ke Pemerintah Daerah (Eksekutif dan Legeslatif) 
Teladan minimal 2 (dua) kali/tahuni 

4.8.	 Evaluasi Kinerja dan Public Report setiap 3 (tiga) 
bulan (4 kall/tahun). 

5. LAIN-LAIN 

5.1.	 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Lampung pada Musrenbang 
Provinsi Lampungi 

5.2.	 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan (Internal dan dengan 
mitra kerja masing-masing)i 

5.3.	 Rapat Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Komisi-Komisi dan 
Pimpinan Fraksi-Fraksii 

5.4.	 Rapat Konsultasi dengan Instansi Pemerintah Pusat maupun 
Pemerintah Daerah lain se-Indonesia tentang tugas pokok dan 
fungsi DPRDi 

5.5.	 Rapat dengar pendapat dengan BUMN dan BUMD terhadap 
kebijakan yang dilakuakani 

5.6.	 Rapat Paripurna Istimewa pelantikan anggota DPRD pergantian 
antar Waktui 

5.7.	 Rapat Paripurna Istimewa peringatan Hari Jadi Provinsi 
Lampungi 

5.8.	 Rapat Paripurna Istimewa peringatan Hari Ulang Tahun 
Kemerdekaan RIi 

5.9.	 Peninjauan dan pertemuan khusus atas masalah-masalah 
aktual dan umum lainnyai 

7 
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5.10.	 Kunjungan kerja anggota DPRD ke luar daerahj 

5.11.	 Kunjungan kerja komisi-komisi ke luar daerahj 

5.12.	 Peninjauan ke KabupatenjKota se-Provinsi Lampung untuk 
membahas masalah-masalah dalam pelaksanaan otonomi 
daerah; 

5.13. Reses	 untuk mengunjungi Daerah Pemilihan (DapiljDP) 
anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masvarakat) 

5.14. Pengangkatan	 Tenaga Ahli pada Fraksi-FraksijAlat 
Kelengkapan Dewani 

5.15.	 Rapat-rapat internal dengan Tenaga Ahlii 

5.16.	 Pendalaman orientasi pelaksanaan 'tugas dalam rangka 
peningkatan kompetensi dan peningkat.an Sumber Daya 
Manusia (SDM)i 

5.17.	 Evaluasi Rencana Kerja DPRD Provinsi Lampung Tahun 2013i
 
dan Penyusunanjpembahasan Target dan Rencana Kerja DPRD
 
Provinsi Lampung Tahun 2014.
 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 11 Desember 2012 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 
PROVINSI LAMPUNG
 

Wakil Ketua,
 

Hj. NURHASANAH,SH,MH 
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" JBIDANG ANGGARAN 

1 IPembahasan Kelerangan Pertanggung­
iawaban Kepala Daerah TA. 2012 
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~ I'CBOB[ ranpuma r-embicaraan Tinakat /I 

2 
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Pembahasan Laporan Pertangg"!!'giawaban 
Keuanqan pelaksanaan APSD TA 2012 

.... _..... -" "'~mbjcaraal-,77;;;;'Q;; 

~ rtBPUl ,...arJJ}UlII~ ,-embicaraan TlfJOkat If 

I
,p enyampaian Laporan Realisasi Semester I 
(Dertama)pelaksanaan APSD TA. 2013 

,., __.l"_ '.. - n 9mbicaraaii T;'.!;I:'~: : 
~ ru.pal ,a"ULlllla rembicaraan TInokat If 

4 IPembahasan Perda Perubahan APSD 
TA.2013 

4.l.IKUA dan PPAS PERUBAHAN APSD 2013 
... ~ ........._0 _.. - .......RD PfDvi,.;~ t..ai,,':'U1'M 

- l'(a~~1 rctnpulIItJ ur-RD Provins; Lampung 
«PaM f(jItIIjo ~~ Lts"P""I1 '1"..... 2013· 
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_Raoat PariPuma Pembicaraan 7inDkat r 
_R_ PariDuma Pemblcaraan 7inakatII ~ 
Pernbal1asan Rancangan Perda APBD 
TA.2014 
KUAdanPPAS 
- RaDatPariDuma DPRD Prawnsi LamQuna 
~PariDuma DPRD Prawnsi Lamouna 

RAPERDA APBD TA. 2014 
~Paripuma Pembicaraan Tmaket I 
- t ParitJuma Pembicaraan 7ingkat II ~ 
BIOANG PENGAWASAN 
PENGAWASAN BIDANG LEGISLASI 
Evaluasi pe/aksanaan Perda-Perda 
Pemerintah Provinsi Lamouna 

PENGAWASAN PERDAIPERGUB 
Pengawasan lerhadap Laporan TliWUlanan 
pelaksanaan pembangunan dan pemerintah- Ian vena disamDaikan oleh Dihak eksekutif. 

Melakukan pengawasan terhadap per­ ,)
tanggungjawaban keuangan daerah dan 
ipembangunan daerah. I 
Peninjauan ke KabupalenlKota se-Provinsi 
U''':'i'/Ung da lam rangka pembahasan , r I( hn Kelerangan Pertanggungjawaban 
_ Jla Daerah Tahun Anaaaran 2012. 

Peninjauan ke KabupateniKola se-Provins' 
Lampung dalam rangka pelaksana.n! 
evaluasi APBD Provinsi Lampung Tahun 
Ana!laran 2013. II. I 
Penir1ausn ke KabupatenlKola sa-Provinsi 
Lampung da/am rangka pembaha$llll dan 
oenyusunan RAPBD Provo LamDunaTA 2014 

DENGAWASAN BIDANG UMUM 
Deninjauan dan pengawasan tentang 
>eJsjapan dan Delaksanasn mudik lebaran. 
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persiapan dan pelaksanaan natal dan " 

lahun beru, 

3.3. Penqawasan terhadao oenerimaan CPNSD 
se-Provinsi Lamnunn Tahun 2013. 

3.4- Peninjauan, pengawasan danevaluasi serta 
inventarisasi asset-asset daerah Provinsi 
Lamouna. 
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4 PENGAWASAN BIDANG KERJASAMA 
INTERNASIONALJOAERAH 

4.1. Pe'Selujuan kerjasama inlemasional yang 
dilakukanoleh oemerinlah daerah provinsi. 

4.2. Persetujuan lerhadap rencanakerjasama 
dengandaerah lain alau dongan pihakketiga 

Ivana membebani masvarakaldandaerah. 
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PIMPINAN DEWAN 

Rapat pimoinan DPRD. 

Rapal evaluasikerja dengan pimpinan 
AlaI Kelenakapan Dewan 

Rapat Koordinasi dengan pimpinan 
Fraksi-Fraksi, apabila dioerlukan. 

Silaturahmi dengan Forum Koordinasi 
Pimpinan Daerah (Fokorpimda) Provinsi 
Lampung; dan dengan GubemurLampung 
Silalurahmi, APBD, LKPJ danAPBD-P) 

Silalurahmi dengan Forum Koordinasi 
Pimpinan Daerah (Fokorpirnda) 
KabupalenlKola se-ProvinsiLarnounq. 

Kunjungan ke oimeinan MassMedia. 

Kunjungan ke Pemerintah Daerah 
l'Eksekutif dan Leaislalin Teladan. 

Evaluasi kinerja dan public report seliap 
Triwulan. 
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Peninjauan dan pertemuan khusus atas 
lmasa'ah~masalah aktual dan umumlainnva. 

Rapal Paripuma Islimewa paringalan Han 
Jadi Prollinsi lampuno. 

II-rapal Alai Kelengkapan Dewan 

Kunjungan I<elJakorrusr-xorms: ke iuar 
daerah. 

Kunjungan kerja anggola DPRD ke luar 
. \rah. 

Rapal Paripurna Islimewa peringalan Hari 
Ulana Tahun Kemerdekaan RI. 

Rapal Paripuma Islimewa Pelanlikan 
anggola DPRD pergantian antar waklu. 
'disesuaikan denoan kebutuhan/usulan). 

Rapel dangar pendapat dengan BL'MN dan 
SUMO lerhadap kebiiakan yang dilakukan. 

Rapel J>impinan Dewan dengan Pimpinan 
Koorisi-Komisi dan Pimpinan Fraksi-Fraksi. 

Rapel Konsultasi dengan Inslansi 
Pemerintah Pusat maupun Pemerinlah 
Daerah lain se-Indonesia lenlang tugas 

:ok dan fungsi DPRD. 

Reses unluk mengunjungi Daerah Pemilihan 
untuk menverap aspirasi. 

Pengangkalan Tenaga Ahli pada Fraksi­
Fraksi/Alal Kelengkapan Dewan. 

Rapel·rapat inlem dengan Tenaga Ahli. 
Triwul8n. . 

Peninjauan ke KabupalenlKola se­
~Plovinsi Lampung dim rangka pelaksanaan 
Otonomi Daerah. 
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16 IMengikuli Bimbingan Teknis (Bimlek) dalam 
rangka peningkalan kopelensi dan peningka­
Ian Sumber Dava Manusia (SOMl. 

17 IEvaluasi Rencana Kelja DPRO Proyinsi 
Lampung Tahun 2013; dan Penyusunan 
Rencana Kerja DPRD Provinsi Lampung 
Tahun 2014. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 11 Desember 2012 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 
PROVINSI LAMPUNG
 

Wakil Ketua,
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